Peraturan Tentang Kebijakan PkM Dosen MPBI 

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur PkM di PT, (b) sosialisasi, dan (c) implementasi kebijakan tersebut.
a. Kebijakan Tertulis dalam bentuk Perundang – undangan dan kebijakan pimpinan perguruan Tinggi / Rektor UPGRI Palembang menerbitkan beberapa dokumen format terkait kebijakanyang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengabdian Kepada masyarakat (PKM)  yaitu:
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
5. Permen Ristek Dikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
6. Permen Ristek Dikti Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Renstra Universitas PGRI Palembang 2022-2027;
9. Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 10438/R.C.2/Univ.PGRI/2022 tentang Pembentukan Kelompok Penelitian;
10. Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 10439/R.C.2/Univ.PGRI/2022 SK Rektor No. 2432/R.C.2/UNIV.PGRI/2020, tentang Pengabdian Kepada Masyarakat
11. Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 10440/R.C.2/Univ.PGRI/2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Penelitian;
12. Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 10441/R.C.2/Univ.PGRI/2022 tentang ROAD MAP  Penelitian Universitas PGRI Palembang;
13.  Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor : 10448/R.C.2/ Univ.PGRI/2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat.
14. Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor : 1484/R.A.49/Univ.PGRI/2022 tentang sosalisasi dan pendanaan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

